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Abstrak 
Hak politik merupakan hak konstitusional yang statusnya fundamental sesuai dengan 
peryataan tersebut maka peraturan tidak boleh mereduksi hak tersebut. Hak tersebut 
menghendaki bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam 
pemerintahan dan juga bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 
memperjuangkan hak-nya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan 
negaranya. Pasal 4 ayat (1) huruf h, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, 
memuat kaidah syarat calon kepala daerah, warga negara yang bukan mantan terpidana bandar 
narkoba atau mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak. Dengan demikian kaidah 
tersebut harus patuh dan pada prinsip hak politik yang dijamin oleh konstitusi. 
Kata-kata Kunci:  Hak Politik; Mantan Terpidana; Bandar Narkoba; Kejahatan Seksual 
 Terhadap Anak. 
Abstract 
Political rights are fundamental constitutional rights. As a consequence of its feature, the 
prevailing regulations must not limit these rights. The political rights stresses that each citizen 
has the right to equal opportunity in government and also that each person has the right to self-
improvement by way of a collective struggle for his rights with a view to developing society, the 
nation, and the country. Article 4 paragraph (1) letter h of the Election Commission Regulation 
Number 15 of 2017 regulates the precondition of the regional head candidacy, which bans a 
former convicted drug trafficking or sexual crimes against children to participate as a candidate. 
This article concludes that the provision should comply with the principle of political rights as 
being stated in the constitution. 
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PENDAHULUAN 
Untuk dapat menjadi calon kepala 
daerah dan wakil kepala derah, maka 
setiap warga negara wajib memenuhi 
kriteria atau syarat calon kepala daerah 
yang telah termaktub dalam Pasal 7 
ayat (1), dan ayat (2) huruf a sampai 
huruf u Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Walikota 
Menjadi Undang-Undang1 (selanjutnya 
disebut UU Pilkada). Dengan demikian 
apabila syarat tersebut telah dipenuhi, 
maka raison d’etre setiap calon adalah 
legitimate.  
Dengan adanya ketentuan di atas 
maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
mengeluarkan Peraturan KPU No. 15 
Tahun 2017 tentang Perubahan atas 
Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 
tentang Pencalonan Pemilihan Guber-
nur dan wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan 
Wakil Walikota (selanjutnya disebut 
PKPU) yang merupakan  peraturan 
pelaksana yang spesifik mengatur 
mengenai syarat calon kepala daerah, 
yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf a sampai dengan huruf w dan 
ayat 2. Namun, berdasarkan ketentuan 
dalam PKPU di atas maka ditemukan 
perbedaan yang fundamental dimana 
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h PKPU 
menentukan bahwa calon kepala 
daerah adalah “bukan mantan terpi-
dana bandar narkoba atau mantan 
terpidana kejahatan seksual terhadap 
                                                          
1  Lihat Pasal 7 ayat (1), dan ayat (2) huruf a sampai huruf u UU Pilkada. 
anak”. Dimana menurut penulis kaidah 
tersebut sangatlah bertentangan 
dengan prinsip hak politik.   
Berdasarkan argumentasi di atas 
maka tulisan ini hendak mengkritisi 
kaidah yang tertuang dalam Pasal 4 ayat 
(1) huruf h PKPU dimana pada 
materinya tidak memperbolehkan 
mantan terpidana khususnya bandar 
narkoba dan mantan terpidana 
kejahatan seksual terhadap anak 
menjadi calon kepala daerah. Padahal 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya 
disebut UUD 1945) telah menjamin 
dalam Pasal 28D ayat (3) yang 
menyatakan bahwa “setiap warga 
negara berhak memperoleh kesempatan 
yang sama dalam pemerintahan”, dan 
Pasal 7 UU Pilkada tidak membatasi 
mantan terpidana khususnya bandar 
narkoba dan mantan terpidana 
kejahatan seksual terhadap anak untuk 
turut serta dalam Pilkada, namun 
hanya menegaskan dalam Pasal 7 ayat 
(1) huruf g bahwa “tidak pernah sebagai 
terpidana berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap atau bagi 
mantan terpidana telah secara terbuka 
dan jujur mengemukakan kepada 
publik bahwa yang bersangkutan 
mantan terpidana”. Artinya bagi mantan 
terpidana yang telah mengemukakan 
diri di depan umum dapat menjadi calon 
kepala daerah. 
Tesis penulis sebagai dasar dalam 
pembahasan terhadap isu tersebut 
adalah Pasal 4 ayat (1) huruf h PKPU 
bertentangan dengan prinsip hak politik 
sebagai       hak    konstitusional    yang 
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fundamental. Oleh karenanya, tulisan 
ini terdiri dari empat bagian. Bagian 
pertama     akan    menjelaskan   bahwa 
setiap warga negara memiliki hak politik 
yang sama; Bagian kedua akan 
menjelaskan bahwa peraturan dibawah 
UU tidak boleh bertentangan dengan 
UU; Bagian ketiga akan menjelaskan 
bahwa PKPU tidak boleh memuat 
ketentuan pidana; dan terakhir adalah 
penulis akan mengargumentasikan 
bahwa kidah Pasal 4 ayat (1) huruf h 
PKPU bertentangan dengan ketiga 
prinsip di atas. 
PEMBAHASAN 
Setiap Warga Negara Memiliki Hak 
Politik yang Sama yang Dijamin Oleh 
Konstitusi 
Pada bagian ini penulis akan 
menjelaskan isu bahwa setiap warga 
negara memiliki hak politik yang 
dijamin oleh konstitusi. Hak konstitu-
sional adalah hak-hak yang dijamin oleh 
konstitusi atau UUD, baik jaminan itu 
dinyatakan secara tegas maupun 
tersirat. Sehingga karena dicantumkan 
dalam konstitusi atau UUD, maka ia 
menjadi bagian dari konstitusi sehingga 
seluruh cabang kekuasaan negara wajib 
menghormatinya.2 Artinya adanya 
pengakuan dan penghormatan terhadap 
hak-hak kostitusional merupakan titik 
tolak adanya pembatasan terhadap 
kekuasaan negara. Sehingga untuk 
                                                          
2  I Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum 
Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (Sinar Grafika 2013) 111. 
3  Titon Slamet Kurnia, Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia, (The Jimly Court 2003-2008) (Mandar Maju dan Fakultas Hukum 
Universitas Kristen Satya Wacana 2015) 254.  
4  Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara (cet. ke-16, Nusa Media 2016) 235.  
5  Titon Slamet Kurnia, Loc.cit.  
dapat menjamin adanya hak-hak 
konstitusional tersebut maka hak 
konstitusional yang merupakan bagian 
dari konstitusi ini harus dilindungi 
keberadaannya. Dengan demikian maka 
hak politik merupakan hak konstitu-
sional.  
Secara konseptual, hak politik 
(political rights) merupakan seperangkat 
hak yang menurut sifatnya berkaitan 
dengan aktivitas dan partisipasi dalam 
proses bernegara atau dalam penyeleng-
garaan pemerintahan3. Dengan demi-
kian hak-hak politik memiliki ciri 
demokratis seperti tersirat dari definisi 
yang dikemukakan Kelsen: “those rights 
which give their possessor an influence 
on the formation of the will of the State.”4 
Sesuai dengan pengertian ini maka hak 
inti dari hak-hak politik adalah hak atas 
kebebasan berkumpul, berserikat, ber-
ekspresi atau menyatakan pendapat.5  
Di Indonesia, khusus ketentuan 
mengenai hak politik secara tegas dapat 
di identifikasi dalam Bab XA UUD 1945, 
yaitu: 
1. Pasal 28E ayat (3) menjamin hak 
setiap orang atas kebebasan 
berserikat berkumpul dan 
berpendapat.  
2. Pasal 28D ayat (3) menjamin bahwa 
setiap warga negara berhak 
memperoleh kesempatan yang sama 
dalam pemerintahan.  
3. Pasal 28F menjamin hak untuk 
berkomunikasi, memperoleh dan 
menyampaikan informasi.  
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4. Pasal 28E ayat (2) menjamin hak 
untuk menyatakan pikiran sesuai 
hati nurani. Hak ini diperkuat oleh 
Pasal 28I ayat (1) yang menentukan 
bahwa “hak kemerdekaan pikiran 
dan   hati  nurani”  merupakan  hak 
yang tidak dapat dikurangi dalam 
keadaan apapun.  
5. Pasal 28C ayat (2) menjamin bahwa 
setiap orang berhak untuk 
memajukan dirinya dalam 
memperjuangkan haknya secara 
kolektif untuk membangun 
masyarakat, bangsa dan 
negaranya.6 
Berkenaan dengan ketentuan hak-
hak politik dalam UUD 1945, maka 
sejalan dengan pernyataan Universal 
Declaration of Human Rights (UDHR) 
yang ditentukan dalam Art.19 mengenai 
kebebasan berpendapat dan bereks-
presi, adalah sebagai berikut: “everyone 
has the right to freedom of opinion and 
expression”. Dengan cakupannya yaitu 
meliputi “freedom to hold opinions 
without interference and to seek, receive 
and impart information and ideas 
through any media and regardless of 
frontiers.” Selanjutnya Art. 20 UDHR 
menentukan tentang kebebasan 
berkumpul dan berserikat sebagai 
berikut: “Everyone has the right to 
freedom of peaceful assembly and 
                                                          
6  Ibid., 255. 
7  Lihat Article 19, Article 20, dan Article 21 UDHR yang dikutip dalam Titon Slamet Kurnia, 
Op.Cit., 255. 
8  Lihat Article 25 ICCPR terjemahan dalam bahasa Indonesia: Setiap warga negara akan 
memiliki hak dan kesempatan, tanpa salah satu dari yang disebutkan dalam pasal 2 dan 
tanpa pembatasan yang tidak masuk akal: (a) Untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan 
urusan publik, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas; (b) 
untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum periodik murni yang harus dengan hak 
pilih yang universal dan sama dan harus diadakan dengan pemungutan suara secara 
rahasia, menjamin kebebasan ekspresi keinginan para pemilih; (c) ntuk memiliki akses, 
pada istilah umum kesetaraan, untuk jabatan publik di negaranya. Adopted by the General 
Assembly of the United Nations on 19 December 1966. 
association.” Sebagai implikasi penghar-
gaan terhadap kebebasan tersebut 
maka “no one may be compelled to 
belong to an association.” Sehingga 
untuk mendukung sifat politik dari hak-
hak tersebut secara nyata ditentukan 
dalam Art. 21 (1) UDHR bahwa 
“everyone has the right to take part in the 
government of his country, directly or 
through freely chosen representatives,” 
dengan berdasar pada asas “the will of 
the people shall be the basis of the 
authority of government.”7 Artinya 
bahwa, dukungan terhadap hak politik 
bukan hanya di Indonesia tetapi sudah 
menjadi kewajiban internasional. 
Selanjutnya, International Covenant on 
Civil and Political Rights (ICCPR) 
khususnya dalam Art. 25 ICCPR yang 
menentukan:8  
Every citizen shall have the right and the 
opportunity, without any of the 
dictinctions mentioned in article 2 and 
without unreasonable restriction: (a) To 
take part in the conduct of public affairs, 
direcly or through freely chosen 
representatives; (b)To vote and to be 
elected at genuine periodic elections 
which shall be by universal and equal 
suffrage and shall be held by secret 
ballot, guaranteeing the free expression 
of the will of   the   electors;   (c)   To   have 
 KONSTITUSIONALITAS SYARAT CALON KEPALA DAERAH 65 
access, on general terms of equality, to 
public serfice in his country. 
Berdasarkan penjelasan di atas, 
mengandung makna bahwa hak-hak 
politik mengalami penyempitan 
cakupan secara ratione personae, dari 
HAM (human rights) menjadi hak warga 
negara (cityzen’s rights) yang dapat 
dinikmati oleh warga negara dalam 
hubungannya         dengan   negaranya. 
Artinya, hak-hak politik tersebut 
merupakan ketentuan yang umum, 
dimana ketika diimplementasikan 
sebagai warga negara menjadi lebih 
spesifik yaitu hak untuk memilih dan 
dipilih baik aktif maupun pasif sebagai 
hak untuk turut serta dalam peme-
rintahan.9 
Dalam pelaksanaanya, eksistensi 
hak politik atau hak untuk memilih dan 
dipilih yang berasal dari HAM tersebut 
sejatinya bukanlah merupakan sesuatu 
yang final dan mutlak adanya. Sebab, 
sangat dimungkinkan dilakukan 
adanya pembatasan dengan tujuan 
untuk mejamin hak dan kebebasan 
orang lain serta untuk dapat memenuhi 
tututan yang adil sesuai dengan 
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 
keamanan, dan ketertiban umum dalam 
suatu maryarakat demokratis. Hal ini 
secara tegas telah ditentukan dalam 
Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang 
menyatakan bahwa:  
Dalam menjalankan hak dan 
kebebasannya, setiap orang wajib 
tunduk kepada pembatasan yang 
ditetapkan dengan undang-undang 
dengan maksud semata-mata untuk 
menjamin pengakuan serta 
penghormatan atas hak dan kebebasan 
orang lain untuk memenuhi tuntutan 
                                                          
9  Titon Slamet Kurnia, Op.Cit., 256. 
yang adil sesuai dengan pertimbangan 
moral, nilai-nilai agama, keamanan, 
dan ketertiban umum dalam suatu 
masyarakat demokratis. 
Sehingga berdasarkan ketentuan 
diatas, jelas menunjukkan bahwa 
dalam menjalankan hak dan 
kebebasannya, dapat dimungkinkan 
adanya pembatasan. Pembatasan 
sebagaimana dimaksud pada ketentuan 
Pasal a quo harus diatur dalam UU, 
artinya tanpa adanya pengaturan 
tentang pembatasan tersebut maka 
tidak dimungkinkan pula untuk 
dilakukannya pembatasan terhadap 
pelaksanaan hak dan kebebasan yang 
secara mutlak melakat pada setiap 
orang serta warga negara Indonesia.  
Berdasarkan pemaparan konsep 
hak politik sebagaimana telah 
dijelaskan di atas, maka dapat 
simpulkan bahwa timbulnya hak politik 
didasarkan pada proses aktifitas dan 
partisipasi dalam proses bernegara 
dimana poin utama dari hak politik 
adalah menjamin hak setiap orang atas 
kebebasan berserikat, berkumpul dan 
berpendapat. Selain itu konsep ini juga 
bertujuan sebagai suatu proteksi yaitu 
dengan mengekang (dengan membatasi) 
kekuasaan pemerintah terhadap warga 
negara untuk memperoleh haknya 
dalam cakupan hak untuk turut serta 
berpartisipasi dalam pemerintahan. 
Peraturan Dibawah UU Tidak Boleh 
Bertentangan Dengan UU 
Pada bagian ini penulis akan 
membahas dua isu. Isu yang pertama 
mengenai stufenbau theory dan isu yang 
kedua mengenai   delegated   legislation. 
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Berikut ini penulis akan mulai 
menjelaskan terlebih dahulu terkait 
stufentbau theory.  
Dalam hal pembentukan norma 
hukum atau perundang-undangan, 
sejatinya perlu memperhatikan keter-
kaitannya dengan peraturan perun-
dang-undangan pada jenjang yang lebih 
tinggi, sebagaimana diatur dalam 
hierarki peraturan perundang-undang-
an yang berlaku di indonesia.10 Konsep 
atau   teori    hierarki   peraturan perun-
dang-undangan, merupakan prinsip 
hukum yang menghendaki bahwa 
norma hukum dalam sebuah negara 
tersusun secara berjenjang dan dalam 
rantai validitas yang membentuk 
piramida hukum (stufent-theori).  
Secara historis, teori pertingkatan 
atau perjenjangan norma hukum 
dipelopori oleh Adolf Merkl yang 
selanjutnya dianut oleh Hans Kelsen. 
Dalam teori ini Kelsen, menggambarkan 
bahwa rantai validitas yang berujung 
pada konstitusi negara, dimana kons-
titusi tersebut adalah presuposisi 
terakhir, postulat final, dimana validitas 
semua norma dalam tata aturan hukum 
bergantung. Artinya, presuposisi inilah 
yang disebut dengan istilah trancen-
dental logical presupposition.11  
Selanjutnya, terkait dengan perjen-
jangan hukum dalam sebuah negara, 
Jimly Asshiddiqie dalam karangan 
lainnya yang mengemukakan bahwa 
                                                          
10  Umbu Rauta, Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah (Genta Publishing 2016) 65. 
11  Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum (Sekretariat 
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI 2006) 169, 172 dalam Umbu Rauta, 
Op.Cit., 65. 
12  Ibid., 66. 
13  Hans Kelsen, Op.Cit., 113 dalam Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, 
Fungsi dan Materi Muatan Jilid 1 (Kanisius 2007) 41. 
14  Maruarar Siahaan, ‘Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: 
Masalah dan Tantangan’ (2010) 7 Jurnal Konstitusi 7 (4) dalam Umbu Rauta, Op.Cit., 66. 
baik Merkl maupun Kelsen sama-sama 
mengembangkan doktrin “hirerachy of 
norms” (Stufenbau der Rechtsordenung) 
dengan menempatkan konstitusi 
(verfassungsrecht) pada puncak hirarki 
norma hukum. Sehingga hukum 
tertinggi inilah yang menentukan 
bentuk dan lingkup isi UU biasa 
(einfaches gesetzesrecht, statutory 
law).12 Sehingga hal tersebut sejalan 
dengan pandangan Kelsen yang dikutip 
Maria Farida Indrati yang menyatakan 
bahwa norma hukum itu berjenjang-
jenjang dan berlapis lapis dalam suatu 
hierarki (tata susunan) yang 
mengandung arti bahwa, suatu norma 
yang lebih rendah bersumber dan 
berdasar pada norma yang lebih tinggi, 
dan norma yang lebih tinggi berlaku 
bersumber dan berdasar pada norma 
yang lebih tinggi lagi dengan demikian 
seterusnya sampai pada suatu norma 
yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut 
dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu 
norma dasar (grundnorm).13 Sehingga 
pendapat Indrati diamini oleh Maruar 
Siahaan14 dengan dalil bahwa hukum 
tersusun dalam suatu pertingkatan. 
Artinya, peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi kedudukan-
nya menjadi sumber perundang-
undangan yang lebih rendah dan 
peraturan perundang-undangan yang 
lebih rendah  tidak  boleh  bertentangan  




undangan yang lebih tinggi.15 
Untuk mempertegas pemaknaan 
teori hierarki peraturan perundang-
undangan sebagai prinsip dasar pem-
berlakuan suatu peraturan perundang-
undangan maka  Soerjono Soekanto dan 
Purnadi Purbacaraka, dalam bukunya 
menyatakan bahwa agar suatu 
peraturan perundang-undangan dapat 
diberlakukan, peraturan perundang-
undangan tersebut harus memenuhi 
persyaratan kekuatan berlaku.16 
Pertama, kelakuan atau hal berlakunya 
secara      yuridis.    Kedua,    kelakuan 
sosiologis atau hal berlakunya secara 
sosilogi. Ketiga, kelakuan filosofis atau 
hal berlakunya secara filosofis. 
Sehingga Untuk menjaga kesatuan 
sistem tata hukum dalam Negara, perlu 
dilakukan pengujian apakah suatu 
kaidah hukum tidak berlawanan 
dengan kaidah hukum lain, dan 
terutama apakah suatu kaidah hukum 
tidak ingkar dari atau bersifat 
menyisihkan kaidah hukum yang lebih 
tinggi derajatnya.17 
Selanjutnya, berkenaan dengan 
dalil atau kaidah dalam tata susunan 
atau hierarki yang dikemukakan oleh 
Kelsen, maka Indrati menegaskan 
bahwa dinamika suatu norma hukum 
dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 
dinamika norma hukum yang vertical 
dan dinamika norma hukum yang 
horizontal.18 Dinamika vertikal adalah 
dinamika yang berjenjang dari atas ke 
                                                          
15  Maruarar Siahaan, ‘Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: 
Masalah dan Tantangan’ (2010) 7 Jurnal Konstitusi 7 (4) dalam Umbu Rauta, Op.Cit., 66. 
16  Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, Perihal Kaidah Hukum (cet. ke-4, PT. Citra 
Aditya Bakti 1993) 88. 
17  Ni’Matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah (Nusa Media 2009) 117. 
18   Maria Farida Indrati, Op.Cit., 23-24. 
19   Maruarar Siahaan, Op.Cit., 26. 
bawah atau dari bawah ke atas yang 
artinya, suatu norma hukum berlaku, 
bersumber dan berdasar pada norma 
hukum yang di atasnya, dan seterusnya 
sampai pada norma hukum yang 
menjadi dasar dari semua norma 
hukum yang di bawahnya. Demikian 
juga dengan dinamikan dari atas ke 
bawah yang mengandung makna 
bahwa, norma dasar itu selalu menjadi 
sumber dan menjadi dasar dari norma 
hukum dibawahnya, dan norma hukum 
di bawahnya selalu menjadi sumber dan 
menjadi dasar dari norma hukum yang 
ada dibawahnya lagi. Adapun mengenai 
dinamika norma hukum horisontal 
adalah dinamika yang bergeraknya 
tidak keatas atau ke bawah tetapi ke 
samping. Pandangan Indrati diatas, 
diilhami oleh pemikiran Kelsen yang 
sebagaimana dikutip oleh Siahaan19 
yang menentukan sebagai berikut: 
The relation existing between a norm 
wich governs the creation or the content 
of another norm and the norm which is 
created can be presented in a spatial 
figure. The first is the “superior” norm; 
the second the “inferior”. If one views the 
legal order from this dynamic point of 
view, it does not appear, as it does from 
the static point  of view, as e system of 
norm of equal rank, standing one beside 
the other, but rathers as hierarchy in 
wich the norm of the constitution from the 
top most stratum. In this functional 
sense, ‘constitution’ means those norms 
that determine the creation, and 
occasionally to some  extent  the  content, 
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of the general legal norms which in turn 
govern such individual norms as judicial 
decision. 
Kemudian, sebagai prinsip hukum 
yang diakui keberadaannya di 
Indonesia, pendapat tentang teori 
hirarki peraturan perundang-undangan 
(stufentbau theory) oleh Kelsen dan 
berangkat dari pendapat Indrati, 
memperoleh penegasan oleh Bagir 
Manan dimana menentukan bahwa 
teori hierarki norma hukum pada 
intinya mengandung asas-asas atau 
prinsip-prinsip sebagai berikut: 
Pertama, Peraturan perundang-
undangan tingkat lebih rendah harus 
bersumber atau memiliki dasar hukum 
dari suatu peraturan perundang-
undangan tingkat lebih tinggi; dan 
Kedua, Isi atau materi muatan 
peraturan perundang-undangan tingkat 
lebih rendah tidak boleh menyimpangi 
atau bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan      tingkat    lebih 
tinggi, kecuali apabila perundang-
undangan yang lebih tinggi dibuat tanpa 
wewenang (onbevorgd) atau melampaui 
wewenang (detournement de pouvoir).20  
Selanjutnya Harjono menegaskan, 
sebagaimana dikutip oleh Muhammad 
Alim bahwa adanya perjenjangan atau 
hierarki peraturan perundang-
undangan merupakan parameter untuk 
menentukan sala satu unsur negara 
hukum yaitu pembatasan kekuasaan. 
Sebab, perkembangan ilmu hukum kini 
telah sampai pada konsep dimana 
                                                          
20  Muntoha, Otonomi Daerah dan Perkembangan ‘Peraturan-Peraturan Daerah Bernuansa 
Syariah’ (Disertasi, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2008) 35 dalam 
Umbu Rauta, Op.Cit., 67. 
21  Muhammad Alim, ‘Perda Bernuansa Syariah dan Hubungannya dengan Konstitusi’ (2010) 
17 (1) Jurnal Ius Quia Iustum 127. 
22  Maria Farida Indrati, Op.Cit.,  44-45. 
aturan hukum pada hakikatnya 
tersusun secara hirarkis. Sehingga 
keberadaan konsep ini diterima oleh 
kalangan keilmuan hukum dengan 
muncul kecenderungan bahwa ada 
tidaknya hierarkis, perjenjangan atau 
tata urutan peraturan perundang-
undangan, dijadikan sebagai tolak ukur 
tentang ada tidaknya unsur negara 
hukum. Sehingga esensi dari adanya 
perjengangan atau tata urutan peratur-
an perundang-undangan tersebut 
adalah sebagai pembatasan dalam 
membuat peraturan hukum.21 
Selanjutnya, mengenai teori perjen-
jangan norma hukum atau hirar-ki 
peraturan perundang-undangan yang 
dipelopori oleh Kelsen, dikembangkan 
oleh Hans Nawianski dengan 
menentukan bahwa pertingkatan norma 
(theory von stufenbau der rechtsorde-
nung) terjadi secara berlapis-lapis dan 
berjenjang-jenjang, juga berkelompok-
kelompok, yang terdiri atas empat 
kelompok besar yaitu: Kelompok I: 
Staatsfundamental-norm (norma funda-
mental negara); Kelompok II : 
Staatsgrundgesetz (aturan dasar 
negara);  Kelompok III: Formell Gasetz 
(UU formsl) dan Kelompok IV: 
Verordnung & Autosatzung (aturan 
pelaksana dan aturan otonom).22 
Berdasarkan penjelasan di atas 
maka dapat disimpulkan bahwa dalam 
beberapa ketentuan yang mengatur 
mengenai teori perjenjangan norma 
hukum    atau   teori   hirarki  peraturan 
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perundang-undangan maka mengan-
dung makna bahwa peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi 
menjadi sumber atau dasar berlakunya 
peraturan perundang-undangan yang 
lebih rendah. Peraturan perundang-
undangan yang lebih rendah tidak boleh 
bertentangan isinya dengan peraturan 
yang lebih tinggi. Apabila ditemukan isi 
atau materi muatan peraturan yang 
lebih rendah bertentangan dengan 
peraturan yang lebih tinggi, maka yang 
berlaku adalah isi atau materi muatan 
peraturan yang lebih tinggi. 
Isu selanjutnya akan membahas 
konsep delegated legislation. Secara 
konseptual delegated legislation 
memiliki kedudukan yang sama dengan 
konsep hirarki peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia. 
Dalam ilmu perundang-undangan, agar 
suatu UU dapat di terapkan pada 
tataran yang lebih teknis, maka UU 
tersebut perlu dijabarkan secara lebih 
rinci. Untuk menjabarkan pada tataran 
yang lebih rinci, maka dikenallah 
prinsip      delegated    legislation    atau 
pendelegasian kewenangan yang berla-
ku di Indonesia.  
Di Indonesia pendelegasian wewe-
nang legislasi (legislative delega-tion of 
rule making power) dipahami sebagai 
langkah pemberian kewenangan oleh 
pembentuk UU untuk mengatur hal-hal 
tertentu lebih lanjut dalam bentuk 
peraturan pelaksana yang lebih rendah 
tingkatannya. Artinya legislator utama 
“primary legislator” atau “principal 
legislator” adalah Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR), sedangkan pemerintah 
                                                          
23  Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang (Kerja sama Konstitusi Press dan PT Syaamil 
Cipta Media 2006) 387. 
24  Ibid. 
atau Presiden dalam bentuk atau 
penetapan peraturan pelaksanaan 
berupa Peraturan Pemerintah atau 
bentuk lainnya dapat disebut sebagai 
“delegated legislator” atau “secondary 
legislator” sehingga peraturan perun-
dang-undangan pelaksana disebut 
sebagai “delegated legislation” sedang-
kan yang merupakan peraturan 
perundang-undangan dibawah UU 
disebut “subordinate legislation”. 
Jimmly dalam bukunya tentang 
“perihal UU” menyatakan, apabila suatu 
kewenangan dimandatkan kepada 
suatu lembaga lain untuk melaksana-
kannya atas nama pemberi mandat, 
maka lembaga pemberi mandat atau 
mandator itu dapat saja menarik 
kembali mandatnya itu sewaktu-waktu 
dari lembaga penerima mandat.23  
Namun dalam teori tentang pendele-
gasian, pelimpahan kewenangan dari 
suatu lembaga kepada lembaga yang 
lain berakibat akan terjadinya 
perpindahan kewenangan secara 
mutlak. Artinya kewenangan yang telah 
didelegasikan kepada lembaga lain tidak 
dapat lagi ditarik kembali oleh lembaga 
pemberi delegasi. Sehingga dapat 
dikatakan bahwa delegasi (delegation) 
berbeda dengan mandat.24 
Dalam Algemene Wet Bestuursrecht 
(AWB), 1992/1993 yang menyatakan 
bahwa delegasi adalah “het overdragen 
door een bestuursorgaan van zijn 
bevoegdheid tot het nemen van besuiten 
aan een ander die deze onder eigen 
verantwoordelijkheid uitoefent” dalam 
terjemahan bahasa Indonesia delegasi 
adalah   pemberian,   pelimpahan,  atau  
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pengalihan kewenangan oleh suatu 
organ pemerintahan kepada pihak lain 
untuk mengambil keputusan atas 
pertanggungjawaban sendiri”. Sedang-
kan mandat adalah “het door een 
bestuutsorgaan aan een ander verlenen 
van de bevoegdheid in zijn naan 
besluiten te nemen”25.   
Konsep diatas menunjukkan bahwa 
dalam proses pembentukan peraturan 
perundang-undangan, seringkali diper-
lukan perumusan-perumusan yang 
berhubungan dengan masalah pendele-
gasian kewenangan dari peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi 
kepada peraturan perundang-undangan 
yang lebih rendah.  Dalam konsep 
pendelegasian kewenangan, pemben-
tukan peraturan perundang-undangan 
tersebut dapat terjadi karena dua hal, 
yaitu karena adanya kewenangan 
atribusi atau karena kewenangan 
delegasi. Kewenangan atribusi dalam 
pembentukan pembentukan peraturan 
perundang-undangan      (attributie   van 
wetgevingsbevoegdheid) adalah pembe-
rian atau penciptaan kewenangan 
dalam bentuk peraturan perundang-
undangan yang diberikan oleh 
groundwet (UUD) atau oleh wet  (UU) 
kepada suatu lembaga negara atau 
lembaga pemerintahan; Kewenangan 
delegasi dalam pembentukan peraturan 
perundang-undangan (delegatie van 
wetgevingsbevoegdheid) adalah pelim-
pahan kewenangan membentuk 
peraturan perundang-undangan  yang 
                                                          
25  Dalam terjemahan bahasa indonesia: mandat adalah kewenangan yang diberikan oleh 
suatu organ pemerintahan kepada orang lain untuk atas nama atau tanggung jawabnya 
sendiri mengambil keputusan. 
26  Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang (Makalah pada Penetaran Hukum Administrasi, 
Fakultas Hukum Universitas Airlangga 1998) dalam Ridwan HR, Hukum Administrasi 
Negara (cet. ke-12, PT. RajaGrafindo Persada 2016) 104-105. 
dilakukan oleh peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi kepada 
peraturan yang lebih rendah.  Alasan 
dilakukannya pelimpahan kewenangan 
adalah karena terdapat beberapa hal 
yang tidak dapat dirumuskan secara 
langsung dalam peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi serta 
dikarenakan oleh sifatnya yang mudah 
berubah, atau bersifat terlalu teknis.  
Dalam hal pelimpahan wewenang 
pemerintahan melalui delegasi terdapat 
beberapa syarat menurut Philipus M. 
Hadjon dalam makalah pada penataran 
hukum administrasi, maka  yang 
sebagai berikut: Pertama, delegasi harus 
definitif dan pemberi delegasi (delegans) 
tidak dapat lagi menggunakan sendiri 
wewenang yang telah dilimpahkan itu; 
Kedua, delegasi harus berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan, artinya delegasi hanya 
dimungkinkan kalau ada ketentuan 
untuk itu dalam peraturan perundang-
undangan; Ketiga, delegasi tidak kepada 
bawahan, artinya dalam hubungan 
hierarki kepegawaian tidak diperkenan-
kan adanya delegas; Keempat, kewaji-
ban memberikan keterangan  (penjela-
san), artinya delegans berhak untuk 
meminta penjelasan tentang pelaksa-
naan wewenang tersebut; Kelima, 
peraturan kebijakan (beleid-sregel), 
artinya delegans memberikan instruksi 
(petunjuk) tentang penggunaan wewe-
nang tersebut.26   
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Berdasarkan penjelasan di atas 
maka jelas pada delegasi tidak terdapat 
penciptaan wewenang melainkan 
(delegated legislation) atau pelimpahan 
kewenangan yang mana dalam konsep 
HAN berlaku dari satu pejabat kepada 
pejabat lainnya sehingga tanggung 
jawab yuridis tidak lagi berada pada 
pemberi delegasi (delegans), tetapi 
beralih pada penerima delegasi (delega-
taris). Sehingga berdasarkan penjelasan 
diatas maka dapat dipahami bahwa 
munculnya konsep delegated legislation 
sejatinya adalah dibutuhkan sebagai 
mekanisme pengaturan terhadap 
peraturan pelaksana dari suatu UU.  
Seseorang Tidak Dapat Dihukum 
Kembali Atas Kesalahannya 
Hukuman ganda (double jeopardy) 
menurut Munir Fuady disebut sebagai 
konsep atau teori penggandaan resiko, 
adalah prinsip hukum yang menjamin 
seorang tersangka pidana oleh hukum 
dijamin hak fundamentalnya, yang 
salah satunya adalah hak untuk tidak 
di proses hukum dua kali atau lebih 
terhadap satu kasus yang disangkakan 
kepadanya yang sebelumnya telah 
pernah diproses secara hukum.27 
Prinsip  ini   merupakan  bagian  integral 
dari negara-negara yang menganut 
sistem hukum Eropa Kontinental 
seperti di Prancis, Jerman Belanda, dan 
juga Indonesia, tetapi juga berlaku di 
negara-negara yang menganut sistem 
hukum Anglo Saxon, seperti Inggris, 
                                                          
27  Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, Hak Asasi Tersangka Pidana (Prenada Media 
Group) 242-243. 
28  Ibid. 
29  The Fifth Amendment to the United States Constitution.  
30   Article 14, verse (7) ‘The International Covenant on Civil and Political Rights’ Adobe by The 
General Assembly of the United Nation on 19 December 1966. 
Australia dan Amerika Serikat.28 
Sehingga secara spesifik keberadaannya 
dituangkan dalam amandemen ke-5 
dari konstitusi Amerika Serikat yang 
menyatakan bahwa:  
Nor shall any person be subject for the 
 same offense to be twice put in jeopardy 
 of life and limb; Nor shall be compelled of 
 life, liberty, or property, without due 
 process of law; Nor shall private property 
 be taken for public use, without just 
 compensation.  
Yang artinya adalah seseorang tidak 
dapat dihukum dua kali untuk kasus 
yang sama, tidak dapat juga dipaksa 
untuk menjadi saksi pidana bagi dirinya 
sendiri, tidak dapat juga diambil 
propertinya untuk kepentingan publik 
tanpa suatu konpensasi yang adil.29 
Dengan dibentuknya dalil terhadap 
hukuman ganda artinya Amerika 
Serikat menganggap bahwa hukuman 
ganda merupakan isu krusial dan 
fundamental karena menyangkut hak 
asasi.  Selanjutnya, hal serupa juga 
dipertegas oleh pendapat The Interna-
tional Covenant on Civil and Political 
Rights (IICPR) yang secara tegas 
melarang atas tindakan hukum yang 
dilakukan lebih dari satu kali terhadap 
suatu perbuatan atau tuduhan pidana. 
Dalam hal ini Pasal 14 ayat (7) IICPR 
yang berdalih sebagai berikut: 30  
No one shall be liable tried or puished 
again for an offense for which he has 
already been finaly convicted or acuetted 
in  accordance  with  the  law  and  penal 
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procedure of each country. (Tidak 
seorangpun dapat diproses hukum dua 
kali atau dihukum kembali atas 
tuduhan yang telah membuatnya 
dihukum atau dibebaskan sesuai 
hukum dan prosedur pidana di masing-
masing negara).  
Di Indonesia konsep hukuman 
ganda dikenal juga dengan asas nebis in 
idem yang di tentukan dalam Pasal 76 
(1) Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa 
“seseorang tidak dapat dituntut dua kali 
karena perbuatan yang oleh hakim 
indonesia terhadap dirinya telah diadili 
dengan putusan yang tetap”.31 Artinya 
asas ini berlaku dalam hal seorang telah 
mendapat putusan bebas (vrijspraak), 
lepas (onstlag van alle rechtsvolging) 
atau pemidanaan (veroordeling).32  
Selanjutnya, terkait dengan pengu-
jian terhadap peraturan perundang-
undangan, maka penerapan asas nebis 
in idem di tentukan dalam Pasal 60 ayat 
(1)  UU No. 8 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi, yang 
menyatakan bahwa “Terhadap materi 
muatan ayat, pasal, dan/atau bagian 
dalam undang-undang yang telah diuji, 
tidak dapat dimohonkan pengujian 
kembali”33. 
Sejatinya, penerapan asas ne bis in 
idem ataupun prinsip double jeopardy 
adalah bertujuan untuk melindungi hak 
asasi seseorang yang telah menerima 
hukuman pidana untuk dipidana 
kembali dengan dalil yang sama. 
Dengan demikian kaidah tersebut 
                                                          
31   Moeljatno, Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (cet. ke-31, Bumi Aksara 
2014) 32. 
32  Pasal 75 ayat (2) KUHP. 
33  Lihat Pasal 60 ayat (1) UUMK. 
34  Lihat Pasal 18 ayat (5) UU HAM. 
sejalan dengan ketentuan Pasal 18 ayat 
(5) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia, yang menyatakan 
bahwa: 
Setiap orang tidak dapat dituntut untuk 
kedua kalinya dalam perkara yang 
sama atas suatu  perbuatan yang telah 
memperoleh putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap.34  
Sehingga tidak ada kemungkinan 
bahwa setiap orang di proses hukum 
atau dihukum dua kali atau lebih 
terhadap suatu kasus yang sama, yang 
dapat merugikan orang tersebut, yang 
mengakibatkan terciderainya keadilan, 
dan hak orang tersebut.  
Pasal 4 Ayat (1) Huruf h Peraturan 
KPU Bertentangan Dengan Hak 
Politik (Political Rights) 
Berdasarkan pembahasan diatas 
maka menurut penulis kaidah Pasal 4 
ayat (1) huruf h bertentangan  dengan 
hak politik dengan dalil bahwa hak 
politik merupakan hak konstitusional 
yang dijamin oleh konstitusi spesifik 
dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 
yang menentukan bahwa setiap orang 
berhak atas kebebasan berserikat, 
berkumpul dan mengeluarkan penda-
pat, yang dikunci secara spesifik dengan 
Pasal 28D ayat (3) yang menentukan 
bahwa setiap warga negara berhak 
memperoleh kesempatan yang sama 
dalam pemerintahan. Artinya Pasal 4 
ayat (1) huruf h memiliki konsekuensi 
bahwa warga negara khususnya calon 
kepala  daerah  mantan  terpidana  yang 
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tidak memenuhi syarat yang ditentukan 
akan dinyatakan gugur. Pertanyaannya 
apakah dengan diberlakukannya PKPU 
khususnya Pasal 4 Ayat (1) huruf h 
dapat membatasi hak politik warga 
negara khusnya mantan terpidana 
untuk mencalonkan diri dalam pemi-
lihan gubernur, bupati dan walikota? 
Tentunya hal ini terbantahkan oleh 
Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 
menentukan bahwa: 
Dalam menjalankan hak dan 
kebebasannya, setiap orang wajib 
tunduk kepada pembatasan yang 
ditetapkan dengan undang-undang 
dengan maksud semata-mata untuk 
menjamin pengakuan serta penghor-
matan atas hak dan kebebasan orang 
lain dan untuk memenuhi tuntutan 
yang adil sesuai dengan penrtim-
bangan moral, nilai-nilai agama, 
keamanan, dan ketertiban umum 
dalam suatu masyarakat demkratis.35 
Artinya bahwa untuk dapat 
dilakukannya pembatasan terhadap 
hak dan kebabasan setiap orang maka, 
pembatasan hak hanya dapat dilakukan 
dengan UU. Sehingga jelas bahwa 
ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf 
h bertentangan dengan hak politik 
warga negara karena ketentuan dalam 
pasal a quo tidak valid, sebab ketentuan 
tersebut merupakan ketentuan yang 
berada dibawa dari pada tataran UU 
atau dalam hal ini PKPU sebagai 
peraturan pelaksana tidak dapat 
membatasi hak politik warga negara. 
Selanjunya, mengenai pencabutan 
hak politik maka ICCPR dengan jelas 
menyatakan bahwa pencabutan hak 
politik “hanya”   terkait  dengan  jabatan 
politik yang diperoleh melalui pemilihan 
                                                          
35  Lihat Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945. 
36  Article 25 International Covenant on Civil and Political Rights.  
umum, seperti jabatan sebagai anggota 
parlemen, bupati, gubernur, dan 
persiden.  kaidah tersebut secara 
spesifik di tentukan dalam  Article 25 
yang menentukan:  
Every citizen shall have the right and the 
opportunity, withouth any of the 
distinctions mentioned in article 2 and 
without unreasonable restrictions: (a) to 
take part in the conduct of public affairs, 
dircly or through freely chosen 
representatives; (b) to vote and to be 
elected at genuine periodic elections 
which shall be by universal and equal 
sufferage and shall be held by secret 
ballot, guaranteeing the free wxpression 
of the will of the electors; (c) to have 
access, on general terms of equality, tu 
public service in his country.”36 Setiap 
warga negara memiliki hak dan 
kesempatan, tanpa ada perbedaan 
yang disebutkan dalam pasal 2 dan 
tanpa pembatasan yang tidak masuk 
akal:   (a)   Untuk   mengambil  bagian 
dalam penyelenggaraan urusan publik, 
secara langsung atau melalui 
perwakilan yang dipilih secara bebas; 
(6) Untuk memilih dan dipilih pada 
pemilihan umum periodik yang murni 
dengan hak pilih yang universal dan 
sama dan harus diadakan dengan 
pemungutan suara secara rahasia, 
menjamin kebebasan dari keinginan 
para pemilih; (c) Untuk memiliki akses, 
pada istilah umum kesetaraan, untuk 
pelayanan publik di negaranya. 
Berdasarkan pemaparan di atas 
maka penulis kembali menegaskan 
bahwa kaidah dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf h, PKPU bertentangan dengan 
prinsip hak politik warga negara yang 
mengakibatkan terciderainya hak warga 
negara khususnya hak  politik  sehingga 
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kaidah tersebut adalah inkonstitu-
sional. 
Pasal 4 Ayat (1) Huruf h PKPU 
Bertentangan Dengan Prinsip Hirarki 
Peraturan Perundang-Undangan dan 
Prinsip Pendelegasian Kewenangan  
Berdasarkan prinsip hierarki 
peraturan perundang-undangan maka 
peraturan dibawah UU tidak boleh 
bertentangan dengan UU. Letak 
contradictio in terminis atara Pasal 4 ayat 
(1) huruf h PKPU dengan teori hierarki 
peraturan perundang-undangan berada 
pada upaya penerapan pasal a quo yang 
pada cita-citanya diharapkan dapat 
menjaring calon kepala daerah yang 
bersih dan memberikan pembatasan 
atau larangan bagi mantan terpidana 
dalam mengikuti pilkada dengan alasan 
tertentu sebagaimana telah ditentukan 
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, PKPU. 
Sedangkan, dalam Pasal 28J ayat (2) 
UUD 1945 menentukan bahwa: “Dalam 
menjalankan hak dan kebebasannya, 
setiap orang wajib tunduk kepada 
pembatasan yang ditetapkan dengan 
UU dengan maksud semata-mata untuk 
menjamin pengakuan serta penghor-
matan atas hak dan kebebasan orang 
lain dan untuk memenuhi tuntutan 
yang adil sesuai dengan penrtimbangan 
moral, nilai-nilai agama, keamanan, 
dan ketertiban umum dalam suatu 
masyarakat demokratis”. Sehingga, 
apabila ketentuan mengenai larangan 
bagi mantan terpidana diberlakukan, 
apakah ketentuan tersebut mengikat? 
dan apakah ketentuan dalam Pasal 4 
ayat (1) huruf h, PKPU sesuai dengan 
teori hirarki peraturan perundang-
undangan  yang  berlaku  di  Indonesia?  
Jelas, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat 
(1) huruf h, PKPU tidak dapat 
memberikan jawaban terhadap perso-
alan yang dipertanyakan penulis 
tersebut, sebab aturan yang pada 
tingkatannya berada di bawah UU 
khusunya UU Pilkada memuat kaidah 
yang mengatur dan seolah-olah memba-
tasi dan mengatur kembali yang pada 
hakikatnya adalah cacat hukum. 
Sehingga berdasarkan hukum, penulis 
menegaskan bahwa ketentuan dalam 
Pasal a quo adalah inkonstitusional. 
peraturan perundang-undangan yang  
Selanjutnya, yang menjadi perta-
nyaan adalah apakah prinsip hirarki 
peraturan perundang-undang dapat 
dibatasi? Jawabanya adalah tidak. 
Sebab, apabila melihat kembali original 
intent-nya prinsip hierarki peratuan 
perundang-undangan tidak dapat 
dibatasi. Sebab, prinsip ini merupakan 
dasar pijakan dari pembentuk pera-
turan atau legislator untuk membuat 
atau merancang suatu peraturan. Hal 
tersebut paralel dengan UU No. 12 
Tahun 2011 dengan materi yang dimuat 
Pasal 7 ayat (1). Sehingga menurut 
hukum, sudah barang tentu peraturan 
dibawah UU tidak boleh bertentangan 
dengan UU.  
Berdasarkan pemaparan di atas, 
penulis kembali pada pendiriannya 
menyatakan bahwa kaidah dalam Pasal 
4 ayat (1) huruf h, Peraturan KPU tidak 
sesuai atau bertentangan dengan teori 
hierarki peraturan perundang-undang-
an yang diamini di Indonesia sebagai 
negara hukum menurut Pasal 1 ayat (3) 
UUD 1945. 
Selanjutnya berdasarkan prinsip 
pendelegasian kewenangan maka suatu 
aturan    yang    mendapatkan   delegasi 
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(delegataris) dari delegans, tidak boleh 
bertentangan dengan ketantuan yang 
ditetapkan oleh delegans. Sebab secara 
prinsip, delegans sebagai primary 
legislation, sedangkan delegataris seba-
gai secondary legislation. Dengan 
demikian maka ketentuan dalam Pasal 
4 ayat (1) huruf h, PKPU adalah berten-
tangan dengan prinsip pendelegasian 
kewenangan (delegated legislation). 
Letak pertentangan antara kaidah 
Pasal 4 ayat (1) huruf h, PKPU dengan 
prinsip delegated legislation disebabkan 
Pasal a quo mengatur mengenai syarat 
calon kepala daerah mantan terpidana 
untuk mencalonkan diri dalam pilkada 
yang menurut penulis kaidah tersebut 
tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 7 
ayat (2) huruf g UU Pilkada sebagai 
ketentuan yang lebih tinggi (lex superior) 
dalam prinsip pendelegasian kewena-
ngan. Konsekuensi dari ketentuan 
dalam pasal tersebut adalah bagi 
mantan terpidana yang ikut serta dalam 
pilkada tidak dapat mencalonkan diri 
dikarenakan dibatasi oleh kaidah dalam 
PKPU. Dikualifikasikannya PKPU No. 15 
Tahun 2017 sebagai delegasi dari UU 
Pilkada telah ditentukan dalam Pasal 9 
dan Pasal 10 UU Pilkada.  
Berdasarkan argumentasi diatas 
maka pertanyaan yang muncul adalah 
apakah syarat calon kepala daerah 
mantan terpidana dalam PKPU sebagai 
delegataris secara konstitusional dapat 
di terapkan? Sedangkan ketentuan 
mengenai syarat calon kepala daerah 
mantan terpidana berbeda antara PKPU 
dan UU Pilkada. Sehingga jelas 
ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf 
h PKPU tidak dapat memecahkan 
persoalan yang dipertanyakan penulis 
tersebut, sehingga menurut penulis 
ketentuan tersebut inkonstitusional. 
Karena, bagaimana mungkin ketentuan 
dalam peraturan perundang-undangan 
yang lebih rendah  yang   melaksanakan 
hasil pelimpahan kewenangan tetapi 
tidak ditentukan dalam UU yang 
mendelegasikannya mengenai keten-
tuan diatur lebih lanjut tetapi pada 
faktanya ditemukan PKPU tersebut 
menambah kaidah UU Pilkada. 
Pasal 4 Ayat (1) Huruf h PKPU 
Bertentangan Dengan Konsep 
Hukuman Ganda (Double Jeopardy) 
Pertentangan antara PKPU khusus-
nya Pasal 4 ayat (1) huruf h, dengan 
prinsip double jeopardy dikarenakan 
kaidah dalam Pasal tersebut mengatur 
mengenai syarat calon kepala daerah 
dalam mengikuti pemilihan gubernur, 
bupati, dan walikota khususnya syarat 
bagi mantan terpidana untuk mengikuti 
pilkada. Konsekuensi dari kaidah 
tersebut adalah dengan diterapkannya 
kaidah pada PKPU tersebut mengaki-
batkan timbulnya  bahaya  ganda 
dimana  pada akhirnya akan menga-
kibatkan hilangnya atau terciderainya 
hak konstitusional warga negara 
khususya hak untuk turut serta dalam 
pemerintahan. Artinya prinsip ini 
(double jeopardy) harusnya di terapkan 
sejajar dengan dua teori dalam tulisan 
ini dengan tujuan untuk mengekang 
suatu ketentuan yang memuat kaidah 
diskriminatif dengan akibat membatasi 
hak kostitusional warga negara khusus-
nya hak untuk turut serta dalam 
pemerintahan. 
Sebab, perlu ditegaskan kembali 
bahwa setiap orang yang telah di pidana 
dan telah menyelesaikan hukumannya 
dianggap  bebas  untuk  melangsungkan 
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kehidupannya lagi seperti orang pada 
umumnya, dan tidak ada pembatasan 
terhadap hak politik, dikecualikan pada 
proses penjatuhan hukuman terdapat 
hukuman tambahan berupa penca-
butan hak politik. Sehingga sudah jelas, 
bahwa kaidah dalam PKPU khususnya 
Pasal 4 ayat (1) huruf h jika di terapkan 
akan menimbulkan double jeopardy 
terhadap mantan terpidana yang 
merupakan warga negara yang memiliki 
hak konstitusional khususnya hak 
politik. Maka, atas dasar ini PKPU 
tersebut adalah inkonstitusional. 
Dengan demikian perlindungan 
terhadap hukuman ganda sangat diper-
lukan khususnya pada tatanan 
peraturan perundang-undangan yang 
menjadi dasar hukum pengambilan 
kebijakan dalam suatu negara dengan 
esensi, untuk memberikan perlindu-
ngan terhadap setiap werga negara yang 
hak konstitusionalnya tercederai. 
PENUTUP 
 Hak politik merupakan hak 
konstitusional warga negara yang 
dijamin oleh konstitusi. Namun untuk 
menilai apakah kaidah suatu ketentuan 
dalam peraturan perundang-undangan 
adalah konstitusionl maka kaidah 
tersebut harus tidak bertentangan 
dengan hak koostitusional warga negara 
spesifik hak politik, tidak bertentangan 
dengan hirarki peraturan perundang-
undangan dan konsep pendelegasian 
kewenangan, serta tidak menimbulkan 
bahaya ganda (double jeopardy). Dengan 
demikian kaidah Pasal 4 ayat (1) huruf 
h harusnya diubah sesuai syarat yang 
ditentukan dalam UU Pilkada. Sebab, 
pasal a quo jelas memberikan pemba-
tasan terhadap calon kepala daerah 
dengan menyatakan bahwa calon 
kepala daerah adalah bukan mantan 
terpidana bandar narkoba atau mantan 
terpidana kejahatan seksual terhadap 
anak, sebagai syarat calon kepala 
daerah    dimana  hal   tersebut   sangat 
tidak sejalan dengan hak koostitusional 
warga negara spesifik hak politik, tidak 
bertentangan dengan hirarki peraturan 
perundang-undangan dan konsep 
pendelegasian kewenangan, serta tidak 
menimbulkan bahaya ganda (double 
jeopardy) sebagai dasar untuk 
memperjuangkan hak politiknya. 
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